
 

 

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1355, 2020 KEMENKEU. Orta. Instansi Vertikal. Ditjen Bea 

dan Cukai. Perubahan. 
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 183/PMK.01/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI 

VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan 

industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi 

masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan 

perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di 

sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan 

kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta 

meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna 

mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai;  

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peran Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, serta sebagai tindak lanjut kebijakan 

penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan perubahan 
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organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

c. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja pada Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melalui Surat Nomor B/1171/M.KT.01/2020 

tanggal 31 Agustus 2020; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN 

CUKAI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 137 

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 

urusan keuangan, sumber daya manusia, 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 

Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan. 

(2) Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 

melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi 

pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 

cukai, penyidikan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan 

pengurusan barang hasil penindakan dan barang 

bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana 

operasi, sarana komunikasi dan senjata api. 

(3) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas 

melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana 

kedatangan sarana pengangkut dan jadwal 

kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan 
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penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan 

penyelesaian manifes kedatangan dan 

keberangkatan sarana pengangkut, memberikan 

pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, 

dan melaksanakan penghitungan denda 

administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 

dokumen dan sarana pengangkut. 

(4) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan 

pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, 

bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang 

sesuai peraturan perundang-undangan dipungut 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(5) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai 

tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan 

fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. 

(6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 

mempunyai tugas melakukan bimbingan 

kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta 

penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 

(7) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan 

penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan 

disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, 

pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 

fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, 

analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan 

laporan akuntabilitas, serta perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 

(8) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen 

mempunyai tugas melakukan pengoperasian 

komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan 

penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan 

teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, 
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pengolahan data kepabeanan dan cukai, 

penerimaan, verifikasi kelengkapan dan 

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, 

serta penyajian data kepabeanan dan cukai. 

 

2. Pasal 138 dihapus. 

 

3. Pasal 139 dihapus. 

 

4. Pasal 140 dihapus. 

 

5. Pasal 141 dihapus. 

 

6. Pasal 142 dihapus. 

 

7. Pasal 143 dihapus. 

 

8. Pasal 144 dihapus. 

 

9. Pasal 145 dihapus. 

 

10. Pasal 146 dihapus. 

 

11. Pasal 147 dihapus. 

 

12. Pasal 148 dihapus. 

 

13. Pasal 149 dihapus. 

 

14. Pasal 150 dihapus. 

 

15. Pasal 151 dihapus. 

 

16. Pasal 152 dihapus. 

 

17. Pasal 153 dihapus. 
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